BUPATI LOMBOK TENGAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR { ©8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BUPATI LOMBOK TENGAH,

bahwa Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021
tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lombok Tengah Tengah tidak sesuai
sehingga perlu diubah;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lombok Tengah;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah-Daerah Tingkat [ Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

\



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
Kepada Pejabat Pemerintah (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5943);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok  Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2007 Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2016 Nomor 6);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5
TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun

2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil

Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
(Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 5)
diubah sebagai berikut:

1. ketentuan ayat (4) Pasal 9 dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi

sebagai berikut:
Pasal 9

(1) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan
diberikan pengurangan TPP sebesar:
a. 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk
kerja;
b. 2% (dua persen) untuk tiap 1 hari tidak masuk kerja
dengan alasan yang sah;
c. Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk
tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
(2) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan

berjalan diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

Keterlambatan Lama keterlambatan Persentase

(TL) pengurang
an

TL 1 1 menit s.d. <31 0,5%
menit

TL 2 31 menit s.d. <61 1%
menit

TL 3 61 menit s.d. <91 1,25%
menit

TL 4 291 menit dan atau 1,5%

tidak mengisi daftar
hadir masuk kerja



(3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada

bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai

berikut:
Pulang Lama Meninggalkan Persentase
Sebelum Pekerjaan penguranga
Waktu (PSW) n
PSW 1 1 menit s.d. <31 menit 0,5%
PSW 2 31 menit s.d. <61 1%
menit
PSW 3 61 menit s.d. <91 1,25%
menit
PSW 4 291 menit dan atau 1,5%
tidak
(4) Dihapus.
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Lombok Tengah.
Ditetapkan di Praya

pada tanggal 2021
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Diundangkan di Praya
pada tanggal 2021
SEKRETARIS DAERAH,

LALU FIRMAN WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR



